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SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR g TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

: a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
serta berkehidupan yang layak dan mendapatkan
lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang
merupakan kebutuhan dasar manusia dan vang
mempunyai peran vang sangat strategis dalam
pembentukan watak serta kepribadian bangsa:

b. bahwa pertumbuhan dan pembangunan perumahan
vang tidak memperhatikan keseimbangan
lingkungan, tingkat perekonomian masyarakat, dan
tata ruang wilayah dapat mengakibatkan kondisi
perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi
standar kelayakan, sehingpa dapat dikategorikan
sebagal perumahan dan permukiman kumuh;

¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal
96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumghan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah
wajib melakukan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan menetapkan kebijakan,
strategi, serta pola-pola penanganan vang
manusiawi, berbudava, berkeadilan, dan ekoncmis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perly
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan
Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-tUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran WNegara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomagr 6573):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tazhun 2011 tentang
Rumah Susun {Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomer 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



9.

1.

11,

14,

13.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah MNomor 92 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3772};

Peraturan Pemerintah WNomer 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomotr 48, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042},

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36135);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 5883)
sehagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomoer 12 Tahun 2021 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 6§219);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6625);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6628);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Fembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6631);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggarasan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan
Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh Pan Permukiman Kumuh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan
Baerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomaor 371};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan
Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama
Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pringsewu 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020
{Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2020 Normor 1);



Menetapkan

25, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12
Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung di
Kabupaten Pringsewu {Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2017 Nomor 12§,

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomeor 1
Tahun 2019 tentang BSanitasi Total Berhasis
Masyarakat Berkelanjutan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU
MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG  PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden
dan mentert sebagsimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Provinsi adalah Provinsi Lampung.
Dagrah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oileh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnva dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Deaerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah vang mermimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal vang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,
vang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan ultilitas
umum sebagai hasil upava pemenuhan rumah yang
layak huni.

Permuliman adalah bagian dari lingkungan hunian
yang terdiri atas lebth dari satu satuan perumahan
Yang mempunyal prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyal penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut
Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta
prasarana, sarana, dan uotilitas umumnya telah
dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan
batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian
dart kawasan siap bangun sesuai dengan rencana
detail tata ruang.

Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah vang
telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan
persyaratan dalam  penggunaan, penguasaan,
pemilikan tanahl, rencana rinci tata ruang, serta
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan
permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan
hidup di Iuar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.

Perumahan  Kumuh adalah perumahan vang
mengalami penurunarn kualitas fungsi sebagai tempat
hunian.

Permukiman Kumuh adalah permukiman vang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan ‘bhangunan wvang tinggl, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana vang tidak
memerntuhi syarat.

Pencegahan adalah tindakan vang dilakukan untuk
menghindan tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru.
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Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumih
dan  permukiman kumuh adalah upaya untuk
meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana,
sarana, dan utilitas umum.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah vang selanjutnya
disingkat MBR adalah masvarakat vang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah,

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal vang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalarn lingkungan hunian vang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budava, dan
ekonomi,

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk
pelavanan lingkungan hunian.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah persemyjuan
yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurang, dan/atau merawat bangunan gedung
sesual dengan standar teknis bangunan gedung.

Sctiap orang adalah orang perscorangan atau badan
hukum.

Orang perseorangan adalah orang yvang kegiatannya
dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan
cleh Warga Negara Indonesia vang kegiatannya
dibidang penvelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

Pemelharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
perumahan dan permukiman beserta prasarana,
sarana, dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

Perbatkan adalah pola penanganan dengan titik berat
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan
prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata
hangunan.

Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
perbaikan dan/atau pembangunan kembali
perumahan dan permmukiman menjadi perumahan dan
permukiman vang lavak huni.

Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan
penataan mendasar secara menyeluruh  meliput
rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan permukiman.
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Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan
masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh
atauw permulkiman kumuh yang tidak mungkin
dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana
tata ruang dan/atau rawan bencana.

. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi.

Fencana Tata Bangunan dan Lingkungan vang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suaty lingkungan/kawasan vang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang, penataan banpunan dan lingkungan. serta
memuat materi pekok ketentuan program bangunan
dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian
rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan lingkungan/kawasan.

Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan
vang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,
dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang periu

dibayar kembali danfatau setiap pengeluaran vang
akan  diterima  kembali untuk  kepentingan
penvelenggaraan perumnahan dan kawasan
permukiman baik yvang berasal dar dana masvarakat.
tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnva.

Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman vang
selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk
mempertemukan dan membicarakan kepentingan
bersama dalam penyelenggaraan PKP.

KRetompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah
koordinasi  pembangunan dan  pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bag
Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh,



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah terhadap tumbuh dan berkembangnva
perumahan dan permukiman kumuh baru dalam
mempertahankan perumahan dan permukiman vang
telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan

b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan dan
permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan
dan kawasan permukiman yang lavak huni dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Peningkatan  kualitas terhadap perumahan dan
permukiman kumuh dengan berasaskan:

4. kesejahteraan;

h. keadilan dan pemerataan;

kenasionalan;

keefisienan dan kemanfaatan;

ketenjangkauan dan kemudahan;

kemandirian dan kebersamaan;

kemitraan;

keserasian dan keseimbangan;

keterpaduan;

kesehatan;

kelestarian dan keberlanjutan; dan

keselamatan, keamanarn, ketertiban, dan
keteraturan,

TETTR S o0

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. knteria dan tipologi perumahan dan permulaman
kumuh;

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva
perumahan dan permukiman kumuh baru;

€. peningkatan kualitas terhadap perumahan dan
permukiman kumuh;

d. kerjasama, peran masvarakat, dan kearifan lokal,

¢. pengadaan tanah,

f.  pendanaan;

g. tugas dan kewajiban;

h. insentif:

. larangan;

J-  sanksi administratif;

k. ketentuan penvidikan;

1. ketentuan pidana; dan

m. ketentuan penutup.



(1}

{2)

(1)

(2)

{3]

BAB III
KRITERIA DAN TIPOLOG!I PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

Kriteria perumahan dan permukiman kumuh
merupakan  kriteria  vang  digunakan untuk
menentukan kondisi kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman.

Penentuan  kondisi  kekumuhan pada  suatu
perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditinjau dari kriteria:

a. bangunan gedung,

b. jalan lingkungan;

¢. penvediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran,

Paragraf 1
Kriteria Bangunan Gedung

Pasal 7

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 6 ayat {2} huruf a,
mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi vang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang,
dan/atau

¢. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis
bangunan gedung.

Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf a, merupakan kondisi bangunan

gedung pada perurnahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam
RDOTE; dan

b, tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam RTBL.

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi vang tidak

sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada avat ({1} huruf b,

merupakan  kondisi  bangunan  gedung pada

perumahan dan permukiman dengan:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi
ketentuan RDTR dan/atau RTBL; dan



b. Koefisien Lantai Bangunan ({KLB) yang melebihi
ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.

(4} Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. persyaratan tata bangunan; dan
b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

(5} Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada avat (4] huruf a terdiri atas:
a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan
gedung;
arsitektur bangunan gedung,
pengendalian dampak lingkungan;
rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), dan
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau
i bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana
umuim.

o wr oo

{6] Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) huruf b terdiri atas;
a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung,
¢. persyaratan kenyamanan bangunan gedung: dan
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 5

Dalam hal RDTR dan RTBI. belum ditetapkan, maka
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan hangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan avat {3]
dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keterangan
Rencana Kabupaten (SKRK}.

Paragraf 2
Knteria Jalan Lingkungan

Pasal 9

(1} Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat |2) huruf b,
mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh
lingkungan perumahan dan permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

{2] Jaringan jalan lingkungan tidak melayani secluryh
lingkungan perumahan atau permukiman
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf =a
merupakan kondisi dalam hal jaringan jalan tidak
terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan
perumahan atau permukiman.



(3)

(2]

(3]

t1)

{2]

Kualitas permukaan jalan lingkungan  buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi dalam hal sebagian atau scluruh
jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan
yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Paragraf 3
Kriteria Penyediaan Air Minum

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyvediaan air

minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat {2)

huruf ¢ mencakup:

a. akses aman air minum tidak tersedia; danfatau

b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak
terpenuhi.

Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a merupakan kondisi
dalam hal masyarakat tidak dapat mengakses air
minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak
terpenuhi  sebagaimana dimaksud pada ayat {1
huruf b merupakan kondisi dalam hal kebutuhan air
minum masyarakat dalam lingkungan perumahan
atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak
60 (enam puluh} liter/ocrang/hari.

Paragraf 4
Kriteria Drainase Linglaungan

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2] huruf d
mencakup:

a. dramase lingkungan tidak tersedia;

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air hujan sehingga menimbulkan
genangan; dan/atau

¢. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Drainase lingkungan tidak rersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a merupakan kondisi
dalam hal saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak
tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran
pada hierarki di atasnyva sehingga menyebabkan air
tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.



(3)

(4)

(1)

(2}

(3)

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
merupakan kondisi dalam hal jaringan drainase
lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air
sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih
dari 30 cm (tiga puluh sentimeter] selama lebih dari
2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 [dua) kali setahun.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kondisi dalam hal kualitas konstruksi
drainase buruk karena bherupa galian tanah tanpa
material pelapis atau penutup atau telah terjadi
kerusakan.

Paragraf 5
Kriteria Pengelolaan Air Limbah

Pasal 12

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air

limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 avat (2]

huruf e mencalp:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak
memenuhi persyaratan teknis.

Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
avat (1] huruf a merupakan kondisi dalam hal
pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan
ataul permukiman tidak memiliki  sistem  yang
memadai, vaitu terdiri atas kakus/kloset vang
terhubung dengan tangki septik  baik  secara
individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Prasarana den sarana pengelolaan air limbah tidak

memenuhi persvaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] huruf b merupakan kondisi dalam hal

prasarana dan sarana pengelelaan air limbah pada

perumahan atau permukiman dalam hal:

a. kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan
tangki septik; dan/atau

k. tidak tersedianva sistem pengelolann  limbah
setempat atau terpusat.



(1}

(2)

(3)

(1)

Paragraf 6
Kriteria Pengelolaan Persampahan

Pasal 13

Kriteria kekumuhan ditinjau dari  pengelolaan

persampahan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6

ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan  tidak
memenuhi persvaratan teknis; dan/atau

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teknis.

Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal

prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan

perumeahan atau permukiman tidak tersedia:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada
skala domestik atau rumah tangga;

b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS
Reduce, Reuse, Recycle (3R} pada skala lingkungan,

¢. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan;
dan

d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu {TPST) pada
skala lingkungan.

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyvaraten teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf b merupakan kondisi dalam hal
pengelolaan persampahan pada Hngkungan
perumahan atau perumahan tidak tersedia sistem:
pewadahan dan pemilahan domestik;

pengumpulan sampah skala lingkungan;
pengangkutan sampah skala lingkungan; dan
rengolahan sampah skala lingkungan.
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Paragraf 7
Kriteria Proteksi Kebakaran

Pasal 14

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2} huruf g
mencakup:

a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Prasarana  protekst kebakaran tdak tersedia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a

merupakan kondisi dalam hal tidak tersedianva:

a. pasckan air vang diperoleh dari sumber alam
maupurn buatan;



b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk
keluamya kendaraan pemadam kebakaran;

¢. sarana kornunikasi untuk pemberitahuan
terjadinya kebakararn; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan
yvang rmudah diakses.

(3] Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan kondisi
dalam hal tidak tersedianya;

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
c. mohil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

‘ Pasal 15

(1) Tipologi perumahan dan permukiman kumuh
merupakan pengelompekan perumahan dan
permuldman kumuh berdasarkan atas letak lokasi
secara geografis yang disesuaikan dengan alokasi
peruntukan dalam rencana tata ruang.

{2] Tipologi perumahan dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
perumahan dan permukiman kumuh:

a. di tepi perairats;

b. di dataran rendah;

c. di perbukitan; dan/atau
d. di daerah rawan bencana.

2 (3) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan
‘ keberadaan tipologi perumahan dan permukiman
lkumuh sebagaimana dimaksud pada ayat {2], maka
keberadaannya harus dipindahkan pada alokasi vang

sesuai,

BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan dan permmukiman kumuh dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyvarakat.



Pasal 17

(1} Perigawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalarmn Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian
terhadap:

a. perizinamn;
b. standar teknis: dan
c. kelaikan fungsi.

{2) Kesesuasan terhadap perizinan dan standar teknis
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan
huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap
pembangunan perumahan dan permukiman.

(3] Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap
pemanfaatan perumahan dan permukiman
berdasarkan perencanaan dalam perizinan.

Pasal 18

1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dilakukan terhadap pemenuhan
standar tekmis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
avat (2).

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap pemenuhan standar tekmis dan kelaikan
fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan
berkembangnya peromahan dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan
dengan cara:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Pasal 20

{11 Pemantavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a rmnerupakan Kkegiatan pengamatan sang
dilakukan sccara:

a. langsung; dan/atau
b. uidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masvarakat.



()

(3]

(4]

(3}

(1)

Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan
lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi
menjadi kumuh.

Pemantauan secara tidak langsung scbagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf b dilakukan

berdasarkan:

&a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting
perumahan dan kawasan permukiman; dan

b. pengaduan masvarakat maupun media massa.

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnva
perumahan dan permukiman kumuh sebapaimana
dimmaksud pada ayar (1) ditakukan secara berkala dan
sesual dengan kebutuhan.

Fasal 21

Evaluasi untuk pencegahan tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman kurmuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan
objektif terhadap hasil pemantauan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang
memiliki pengalaman ¢an pengetahuan memadaj
dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan

permukiman terhadap:

a. perizinan dan standar teknis pada tahap
perencanaan dan tahap pembangunan; dan

b. kelaitkan fungsi pada tahap pemanfaatan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1}
disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 22

Pelaparan untuk  pencegahan tummbuh  dan
berkembangnya perumahan dan permukiman komuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢
merupakan kegiatan penvampaian hasil pemantauan
dan evaluasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyaralkart.



(3] Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli vang
memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai
dalam bidang perumahan dan permukiman.

(4) Pelaporan hasil  pemantauan  dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada avat {1] dijadikan dasar
bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upayva
pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan
dan permukiman kumuh sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan
Pasal 22 terdapat ketidaksesuaian, maka Pemerintah
Daerah melakukan upava penanganan sesuai dengan
Kewenangannya.

Pasal 24

(1} Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui:
a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan lkapasitas
masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan
fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadava
masyarakat,

(3} Pendempingan sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huruf a merupakan Kkegiatan pelayanan kepada
masyarakat dalam bernituk:

a. penvuluharm;
b. permbimbingan; dan
¢. bantuan teknis.

{4#] Pelavanan informasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b bertyjuan untuk membuka akses
informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan
dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya
pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 25

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1} huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. melibatkan  ahli, akademisi dan/atau tokoh
masyarakat yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan
kawasan permukiman,



(1}

(2)

(1)

(2)

(2}

menentukan lokasi perumahan dan permukiman vang
membutuhkan pendampingan,

terlebih  dahulu  mempelajari  pelaporan  hasil
remantauan dan evaluasi vang twelah dibuat baik
secara berkala maupun sesual kebhutuhan atau
insidental; dan

berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi
anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 26

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi
mengenai:

rencara tata ruang,

penataan bangunan dan lingkungan;

perizinan; dan

standar teknis dalam bidang perumahan dan
kawasan permukiman.

RO o

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan
sosialisasi dan/fatau diseminasi maupun secara tidak
langsung melalui media elektronik dan/atau media
cetak.

Pasal 27

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat {3} hurufi a merupakan kegiatan pembelajaran
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan  berkembangnya perumahan dan
permukiman kumuh,

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara langsung danfatau tidak
langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atay
alat peraga.

Pasal 28

Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
avat (3} huruf b merupakan kegiatan untuk
memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara
untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas
tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh.

Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada avat (1}
dapat berupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masvarakat,

b. pembimbingan kepada masvarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.



Pasal 29

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
avat (3} huruf ¢ meliputi fasilitasi:

® oo P

PEMYUSUNAN perencanaan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
penguatan kapasitas kelembagaan,

pengembangan alternanf pembiavaan; dan/atau
persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah

dengan swasta.

BAB V
PENINGEATAN KUALITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara

Pasal 30

Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh
didahului dengan:

a.
b,

(1}

(2)

{3]

penetapan lokasi; dan
perencanaan penanganan.

Paragraf |
Penetapan Lokasi

Pasal 31

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a didahulut proses pendataan vang
dilakukan oleh perangkat daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan hidang
perumahan dan kawasan permukiman dengan
melibatkan peran masyarakat.

Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] meliputi:

a. 1dentifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.

Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana
dimaksud pada avat [2] meliputi:

a. kondist kekumuhan;

b, legalitas tanah; dan

¢. pertimbangan lain.



(1)

(2)

(3)
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(1)

(2]
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(2}

Pasal 32

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat {2} huruf a dilakukan sesuai dengan
prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan dan
permukiman kumuh,

Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi
perumahan dan permukiman.

Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan dengan melibatkan peran
masyarakat.

Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada
avat (3] dilakukan dengan menviapkan formai isian
identifikasi lokasi dan format numerik lokasi
perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud datam
Pasal 31 ayat {2] huruf a merupakan upaya untuk
menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan
dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu
wilavah.

Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana
dimaksud pada avat {1] dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 34

Identifikasi lokasi berdasarkan aspek  kondisi
kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (3) buruf a merupakan upaya untuk menentukan
tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman
dengan menemukan dan mengenali permasalahan
kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan
sarana pendulkungnva.

ldentifikasi lokasi berdasarkan aspek kondisi
kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan berdasarkan kriteria perumahan dan
permukiman kumuh.
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[2)

(4)

(1)

(2)

(3}

Pasal 35

Idenrifikasi lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (3)
huruf b  merupakan tahap identifikasi untuk
menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi
perumahan dan permukiman kumuh sebagai dasar
penentuan bentuk penanganarn.

Identifikast lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud pada avat {1} meliputi:

a. kejelasan status penguasaan tanah; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana

dimaksud pada avat {2} huruf a berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen
sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnyva yang sah; atau

b, kepemnilikan  pithak lain (termasulk milik
adat/ulayat], dengan bukti izin pemanfaatan tanah
dari pemegang hak atas tanab atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang
hak atas tanah atau pemilik tanah dengan
pemanfaat tanah.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b merupakan
kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana
tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Rencana Kabupaten (SKRK].

Pasal 36

Identifikasi lokasi berdasarkan aspek pertimbangan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (3)
hurut ¢ merupakan tahap identifikasi terhadap
beberapa hal lain vang bersifat non fisik untuk
immenentukan skala prioritas penanganan perumahan
dan permukiman kumuh.

Identifikasi lokasi berdasarkan aspek pertimbangan
lain sebageimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
aspek:

a. nilal strategis lokasi;

b. kepadatan penduduk; dan

¢. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada
avat {2) huruf & merupakan pertimbangan letak lokast
perumahan atau permukiman pada:

a. fungsi strategis daerah, atau

b. bukan fungsi strategis daerah.



(4)

(5)

(1]
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(3)

[4)

hepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada

ayvat {2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:

a. rendah vaitu kepadatan penduduk di bawah 150
(seratus lima puluh) jiwa/ha;

b. sedang vaitu kepadatan penduduk antara 151-200
(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus)
jiwa/ha;

c. padat yvaitu kepadatan penduduk antara 201-400
([dua ratus satu sampai dengan empat ratus)
jiwa/ha; dan

d. sangat padat vaitu kepadatan penduduk di atas
400G {empat ratus) jiwa/ha.

hondisi sosial, ekonomi, dan budava sebagaimana

dimaksud pada ayvat (2} huruf c merupakan

pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan
atau permukiman berupa:

a. potensi sosial vaitu tngkat partisipasi masvarakat
dalam mendukung pembangunan;

b. potenst ekonomi vaitu adanyva kegiatan ekonomi
tertentu yang bersifat strategis bhagi masyarakat
setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 37

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat {2) huruf b dilakukan untuk menilai
hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas
penanganan.

Penilaian  lokasi  berdasarkan aspek kondisi
kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
avat (3] huruf a mengklasifikasikan kondisi
kekumuhan sebagat berikut;

4. ringan;

b. sedang; dan

Cc. berat.

Penilenan lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (3)
huruf b terdiri atas kiasifikasi:

a. status tanah legal; dan

b. status tanah tidak legal.

Penilajian lokasi berdasarkan pertimbangan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3}
huruf ¢ terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan

¢. pertimbangan lain kategor: tinggi.



{9

{6]

{7)

(1)

(2)

(1}

Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan formulasi penilaian  dan
formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan
denigan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 2
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 38

Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat {7) dilengkapi dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan dan permukiman
kumuh; dan

b. peta sebaran perumahan dan permukiman kumuh.

Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas,
lingkup administratif, tittkk koordinat, kondisi
kekumuhan, status tanah, dan prioritas penanganan
untuk setiap lokasi perumahan dan permukiman
kumuh yvang ditetapkan.

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada
avat. {2]  Dberdasarkan hasil penilaian aspek
pertimbangan lain.

Peta sebaran Ickasi sebagaimana dimaksud pada
avat {1] huruf b, dibuat dalam suatu wilayah
berdasarkan tabel daftar lokasi.

Penetapan lokasi ditindalklanjuti dengan perencanaan
penanganan perumahan dan permukiman kumuh
vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan masyarakat seslal dengan
kewenangannya.

Bagian Kedua
Peninjauvan Ulang

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Penetapan leckasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (7} dilakukan peninjauan ulang paling
sedikit 1 [satu) kali dalam 5 (Jima) tahun.



2} Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.

(3] Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai
pengurangan jumlah  lokasi dan/atau  luasan
perumahan dan permukiman kumuh sebagai hasil
dari penanganan vang telah dilakukan, serta
pengurangan tungkat kekumuhan.

{4} Pengurangan luasan perumahan dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat {2} terjadi
karena pengurangan jumlah lokasi perumahan dan
permmukiman kumuh.

o} Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung
berdasarkan formulasi penilaian lokasi.

(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
avat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 40

(1} Peninjauan ulang terhadap lokasi perumahan dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3} meliputi:

a. identifikasi ulang lokasi; dan
b. penilaian ulang lokasi.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3} Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan
kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap
nilat  kriteria kekumuhan pada setiap lokasi
perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 41

Ketentuan tentang format isian identifikasi lokasi dan
format numerik lokasi perumahan dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (5),
formulast penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam
MPasal 37 ayat (5}, format penetapan lokasi perumahan dan
permulaman kumuh  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 avat (7], serta format hasil peninjauvan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3% avat [5) tercanwum
dalam Lampitan I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.



(1)

(2]

(2)

Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Perencanaan penanganan perumahan dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b dilakukan melalui tahapan sebapai
berikut:

persiapan;

survei;

penyvusunan data dan fakta;

analisis;

penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh; dan
penyusunan rercana pencegahan dan peninghkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Pop o

b

Perencanaan penanganan perumahan dan
permukiman kumuh  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  Provinsi sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 43

Penvusunan rencana pencegahan dan peningkatan

kualitas perumahan dan permukiman kumuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat {1) huruf f

paling sedikit memuat:

a. profil perumahan dan permukiman kumuh;

b. rumusan permnasalahan perumahan dan
permukiman kumuh;

¢. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan
kualitas perummahan dan permukiman kumuh;

d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman
kurnuh;

e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan
dan permukiman kumuh;

f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah;

g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan

h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Rumusan keonsep pencegahan dan pernngkatan
kualitas perumehan dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memuat
prinsip desain universal.



(3) Prinsip desain universal sebagairmnana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

kesetaraan penggunaan ruang;

keselamatan dan keamanan bagi semua;

kemudahan akses tanpa hambatan;

kemudahan akses informasi;

kemandirian penggunaan ruang;

efisiensi upava pengguna; dan

kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

® oo a0 o

(4] Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada
avat (3] mempertimbangkan prinsip kebutuhan
seluruh masyarakat termasuk penvandang disabilitas,
anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

(o} Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e meliput rencana:

a. jangka pendek untuk periode 1 (satu}] tahun
kegiatan, denigan muatan rencana aksi tahunan;

b. jangka menengah untuk periode 1 (satu} hingga 5
(lima} tahun, dengan muatan kegiatan rencana
umum jangka menengah dan rencana aksi tahun
pertama; dan

¢. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima)
tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum
jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan,
dan rencana aksi tahun pertama.

Faragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 44

Rencana peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 avat (1) huruf e diatur dalam Peraturan
Bupati sebagali dasar penanganan perumahan dan
permukiman kumuh.

Bapan Keempat
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasat 45

(1] Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap
perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah
Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola
penanganan yvang manusiawi, berbudayva, berkeadilan
dan ekonomis,



(2)

(3)

{4]

{6]

(7)

(&)

Pola penanganan sebagairnana dimaksud pada ayat (1}
berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan
dan aspek legalitas tanah.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi
perumahan dan permukiman kumuh.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pemuugaran;

b. peremajaan; atau

¢. pemukirman kembali,

Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat ({4}
huruf a dilakukan untuk perbaikan danj/atau
pembangunan kembali perumahan dan permukiman
kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang
layak huni.

Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf ¢ dilakukan
untuk mewujudkan kendisi rumah, perumahan, dan
permukiman yang lebih baik guna melindungi
keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat
sekilar.

Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, danj/atau

pemukiman kernbali dilakukan dengan

memperhatikan meliputi:

a. hak keperdataan masyarakat terdampak;

h. kondisi ekologis lokasi; dan

¢. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyaralkat
terdampalk.

Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 46

Peola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2} diatur dengan ketentuan:

da.

peremajaan dalam hal lokasi memiliki  klasifikasi
kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah
legal,

pemukiman kembali dalam  hal  lokasi memiliki
klasifikasi kekumuhan berat, sedang, dan ringan dengan
status tanah ilegal; dan

pemugaran dalam hal lokasi memiliki kiasifikasi
kekumuhan ringan dengan starus tanah legal.



Pasal 47

Pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh
dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 45 ayat (3} diatur dengan ketentuan:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
dan permulkiman kumuh di tepi perairan, maka
penanganan vang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik dayva dukung tanah tepi air, pasanhg surut
air serta kelestarian air dan tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
dan permulaman kumuh di dataran rendah, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah setta
kelestarian tanah;

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
dan permukiman kumuh di perbukitan, maka
penanganan yarng dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kelerengan, dayva dukung tanah, jenis
tatiah serta kelestarian tanah; dan/atau

dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana,
maka pernanganan yang dilakukan harus
memperhatikan  karakteristik  kebencanaan, dava
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 48

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan
perumzhan dan permukiman kumuh, dilaksanakan
penanganan non fisik yang terkait.

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, diidentifikast sesuai dengan kebutuhan
sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang
untuk  peningkatan  kualitas perumahan dan
permukiman kumuh.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 49

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (4] huruf a merupakan kegiatan perbaikan
rumah, prasarana, sarang, dan/atau utilitas damum
untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi,



()

(2)

(3)

(2]

(3}

(1}

Pasal 50

Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 avat (2] huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
permugararn;

sosialisasi pada masvarakat terdampak;

pendataan masyarakat terdampalk;

PENY¥USUNADN rencana pemugaran; dan

musyawarah untuk penyepakatan.

T aen s

Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 avat (2) huruf b meliputi:

a. proses pelaksanasn konstruksi; dan

b. pemeantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2] huruf ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 51

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayvat {4] huruf b dilakukan melalul pembongkaran dan
penataan secara menyeluruh terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utlitas umum.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan
tempat tingeal sementara bagi masyarakat terdampak.

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulkan melatlii tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pasal 52

Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat {3) huruf a meliputi:

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan
peremajaan;

b. penghunian semertara untuk masyarakat

terdampalk;

sosialisasi pada masvarakat terdampak;

pendataan masyarakat terdampak;

penyusunan rencana peremsajaan; dan

musyawarah dan diskusi penyepakatan.

~ o an



{2]

(3}

(1)

(2)

(3)

(1)

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat {3] huruf b meliputi:

a. proses ganti tugl bagi masyarakat terdampak
berdasarkan hasil kesepakatan;

b. penghunian sementara masvarakat terdampak pada
lokasi lain,

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada
lokasi permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
peremajaan; dan

e. proses penghunian kembali masvarakat terdampak.

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3} huruf ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 53

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (4 huruf c¢ dilakukan melalui
pembangunan dan penataan secara menyveluruh
terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas
umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana
tata ruang.

Pemmukiman kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahuiu
menvediakan  tempat tinggal sementara  bagi
masyarakar terdampak.

Pemukiman kembali sebagaimana dirnaksud pada
ayat {1] dilakukan melalui tahap:

4. pra konstruksi;

b. konstrulksi; dan

C. pasca konstruksi.

Pasal 54

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
huruf a meliputi:

a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
tanah;

b. penghunian sementara untuk masvarakat di
perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi
rawan bencana;

¢. sosialisasi dan rembuk warga pada masvarakat
terdampak;

d. pendataan masvarakat terdampak;



(2)

(3)

{1]

(2)

(3)

€. penvusunan rencana permukiman baru, rencana
pembongkaran permukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pernukiman kembali; dan

{. musvawarah dan diskusi penyepakatan.

Pernukiman  kembali pada tahap  konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3}

huruf b meliputi:

a. proses ganti rug bagl masyvarakat terdampalk sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman
baru;

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan
perumahan dan permukiman baru;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi
pemukiman kembali,

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak;
dan

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman
eksisting.

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat (3)
huruf ¢ meliputi:

a. pemanfaatan; dan

I. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 535

Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan dan
permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara berkelanjutan.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan cleh masyarakat secara swadaya.

Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan keswadayaan masvarakat dalam
pengelolaan perumahan dan permukiman layvak huni.

Fengelolaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdin atas:

a. pembentukan kelompok swadava masyarakat; dan
. pemeliharaan dan perbaikan.



(1)

(2)

Paragraf 2
Pemneliharaan dan Perbaikan

Pasal 56

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b merupakan upaya
menjaga kondisi perumahan dan permukiman vang
layak huni dan berkelanjutan.

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT
DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 57

Balam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumehan dan permukiman kumuh dapat
dilakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

(1}

Bagian Kedua
Peran Masyaralat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap
tumbuh dan  berkembangnya perumahan dan
permukiman kumuh  diakukan  pada  tahap
pengawasan dan pengendalian.

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas

terhadap perumahan dan permukiman kumuh

dilakukan pada tahap:

a. penctapan lokasi perumahan dan permukiman
kumuh;

b. perencanaan penanganan perumahan dan
permukiman kurnuh;

¢. penanganan perumahan dan permukirman kumuh;
dan

d. pengelolaan untuk mempertzhankan dan menjaga
kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan.



Pasal 59

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat [1] dapat meliputi:

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari
bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap
perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian
perizinan  dari  perencanaan bangunan  gedung,
perumahan dan permukiman di lingkungannva;

b, herpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis
dari bangunan, perumahan dan permukiman pada
tahap pembangunan serta turut membaniu Pemerintah
Daerah  dalamm pengawasan dan  pengendalian
kesesuaian standar teknis bangunan gedung, prasarana,
sarang, dan uthtas umum di lingkungannva; dan/atau

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi
bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas
umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 60

Peran masyarakat pada tzhap penetapan lokasi perumahan
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan
dan permukiman kumuhb, dengan mengikuti survei
lapangan dan/atau memberikan data dan informasi
vang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn; dan/atau

b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi
perumahan dan permukiman kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi
terkait vang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 61

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan
perumahan dan permukiman kumuh sebagaimanag
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

a. berpartisipasi  aktif dalam  pembahasan  vang
dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan
perumahan dan permukiman kumuh;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
instanst yang berwenang dalam penyusunan rencana
penanganan perumahan dan permukiman kumuh;

¢. memberikan dukungan pelaksanaan rencana

penanganan perumahan dan permukiman kumuh pada
lckasi terkait sesuai dengan kewenangannva; dan/atau



d. menyampaikan pendapat dan pertmbangan terhadap
hasil penetapan rencana penanganan perumahan dan
permukaman  kumuh dengan dasar pertimbangan
berupa dokumen atau data dan informasi terkait vang
telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Paszal 62

Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 avat (2) huruf ¢ dilakukan dalam proses
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 63

Dglam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau
pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga
pada masyarakat vang terdampal;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana pemugaran, —peremajaarn,
dan/atau pemukiman kembali;

¢. herpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran,
peremajaan, dan/atauy pemukiman kembali baik
berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu  Pemerintah  Daerah dalam  upaya
penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses
pemugaran, peremajaan, dan/atau  pemukiman
kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau
utilitas urmnurm;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan
pemugaran, peremajaan, danj/atau  pemukiman
kembali;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemugaran,
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf f kepada instansi berwenang agar prases
pemugaran, peremajaan, danjatal  pemukiman
kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 64

Peran masvarakat pada tahap penpgelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 avat (2] huruf d dapat melipuu:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah
Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap
lokasi perumahan dan permuliman kumuh yang telah
tertangant,



b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam
kelompok  swadaya — masyvarakat pada  upaya
pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga
maupun material;

¢. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum <h
perumahan dan permukiman,

d. mencegah perbuatan vang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikan: dan/atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimeksud dalam
huruf d, kepada Bupati melalui perangkat daerah vang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan dan kawasan permukiman agar proses
pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 65

(1) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
kumuh  dilakukan dengan  mempertimbangkan
kearifan 1lokal dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

{2} Kearifan lockal! sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
antara lain:
a. kondisi alam;
b. sosial budava masyarakat; dan
c. ekonomi,

BAB VI
PENGADAAN TANAH

Pasal 66

Penyediaan tanah untuk pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh
dilaksanakan sesuali dengan peraturan perundang-
undangarn.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pemnbiayaan penvelenggaraan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh
dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. sumber dana lainnya yvang sah dan tidak mengikat.



Pasal 68

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dimanfaatkan

untuk mendukung:

a. penvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
dan/atau

b. bantuan pembangunan dan perclehan rumah bagi MBR
sesuail dengan standar pelayvanan minimal.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 69

Dalam  rangka mendorong  setiap orang dalam
penvelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan dan permukiman kurmnuh, maka
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
badan hukum dan MBR sesual dengan peraturan
perundang-undargar.

BAB IX
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

{1] Pencegahan dan peningkaian kualitas terhadap
perumahan dan permukiman kumuh menjadi tugas
dan kewajiban Pemerintah Daeral.

(2) Dalam  melaksanakan  tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Pemerintah
Daerah dapat melakukan Lkoordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provins:.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 71

(1} Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman
kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategl serta rencana
prembangunan terkait pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh;

k. melakukan survel dan pendataan skala Kabupaten
mengenai lokasi perumahan dan permukiman
kumuh;



(2]

(3]

(4]

(L

(2)

¢. melakukan pemberdavaan masyvarakat;

d. melakukan pembangunan kawasan permukiman
serta  sarana dan prasarana dalam upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
dan permukiman kumuh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan
vang layak huni bagi masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan masyvarakat berpenghasilan
rendah;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan
terhadap masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah;

£ melakukan pembinaan terkait peran masyarakat
dan kearifan lokal di bidang perumahan dan
permukiman; dan

h. melakukan penvediaan pertanahan dalam upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
dan permuliman kuomuh.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah sesuai
kewenangannya.

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan
sinkronisasi program antar perangkat daerah.

Pelaksanaan koordinas: dan sinkronisasi program
dilakukan oleh Pokja PKP wvang dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 72

Kewajlban Pemerintah Daerah dalam pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnva perumahan dan
permukiman kumuh gdilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b, pemberdayaan masyvarakat.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. melaksanakan pengawasan  dan  pengendalian
terhadap kesesuaian perizinan pada tahap
perencanaan perumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap
pembangunan perumahan dan permukiman; dan

. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap
pemanfaatan perumahan dan permukiman.



(3)

(1)

(2)

(3}

Kewajiban  Pemerintah Daerah  pada  tahap
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman
kumuh, melalui penvuluhan, pembimbingan dan
bantuan teknis; dan

b. memberikan pelavanan informasi kepada
masyarakat mengenal rencana tata ruang, penzinan
dan standar teknis perumahan dan permukiman
serta pemberitaan hal-hal terkait upava pencegahan
perumahan dan permukiman kumuh.

Pasal 73

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman
kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi,

b. penanganan; dan

¢. pengelolaan.

Kewsajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi perumahan dan
permukiman kumuh melalui survei lapangan
dengan melibatkan peran masyarakat,

b. melakukan penilaian lokasi perumahan dan
permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah
ditentukan;

¢. melakukan penetapan lokasi perumahan dan
permukiman kumuh melalui Keputusan Bupati;
dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan
lokasi perumahan dan permukiman kumth.

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap
perumahan dan permukiman kumuh,;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil
peErencangan penangandn terhadap perumahan dan
permukiman kumuh; dan

¢. melaksanakan penanganan terhadap perumahan
dan permukiman kumuh melalui pola-pola
permugaran, peremajaan, dan/ataw pemukiman
kemnbali.



(4)

Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan
kelompok swadaya masvarakat; dan

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada
masyarakat dalam upava pemeliharaan dan
perbaikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Orang Perorangan dan Badan

Pasal 74

Setiap Orang atau Badan wajib:

a.

1.

(1)

menyelenggarakan perencanaan dan perancangan
rumah, perumahan dan permukiman wajib memenuhi
persyaratan  teknis, administratif, tata ruang, dan
ekologis;

menyelenggarakan perencanaan prasarana, sarand, un
utilitas umum sesuai persyaratan administratif, teknis,
dan ekologis;

menyelenggarakan pembangunan rumah, perumahan
dan fatau permukiman sesuai dengan RTRW Kabupaien;
dan

rmenyelenggarakan pembangunan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan rencana, rancangan,
dan perizinan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 75

Setiap orang dilarang:

a. menghalang kegiatan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman
kumuh;

b. menolak atau  menghalang-halangi  kegiatan
pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau
permukiman vang telah ditetapkan oleh Pemernmntah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi
kegsepakatan  dengan masvarakat BCtempat,

dan/atau

c. membangun perumahan dan/atau permukiman ds
luar kawasan vang telah ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten.



(2)

{3)

(1)

[2)

{1]

Badan hukum dilarang:

a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di fuar fungsinva;

b. menjual saruan perrnukiman sebelum
menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan
hunian atau Lisiba; dan/atau

¢. menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Setiap ocrang yang tdak memenuyhi  ketentuan
sebagairnana dimaksud dalam Fasal 74, dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

h. pembatasan kegiatan pembangunan;

¢. penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pengelolaan perumahan atauy permukiman,;

e. penguasaan sementara oleh Pemernntal Daerah;
dan

f. kewgjiban membongkar sendiri bangunan dalam
jangka waltu tertentu.

Pasal 77

Setiap Badan vang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

. pembatasan kegiatan pembangunan:

¢. penghentian sementara atau penghentian lewap
pada pelaksanaan pembangunan;



d. penghentian sementara atau penghentian tetap
pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
penguasaan semerntara oleh Pemerintah Daerah;
kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam
jangka waktu tertentu;

SR

g. pembatasan kegiatan usaha;

h. pembekuan persetujuan bangunan gedung;

1. pencabutan persetujuan bangunan gedung;

j. pembekuan/pencabutan surat bulkti kepemilikan
rumak:;

k. perintah pembongkaran bangunan rumabh;

1. pembekmnan izin usaha;

m. pencabutan izin usaha;

n. pembatalan izin;

a. kewgjiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka
waktu tertentuy;

. pencabutan insentif]

gq. pengenaan denda administratif; dan/atau

r. penutupan lokasi.

Pasal 78

Ketentuan lebilh lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 76
avat (2] dan Pasal 77 ayat (2] diatur dalam Peraturan
Bupati.

(1)

(2)

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Tndonesia,
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pringsewu
diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

avat {1) adalah:

8. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelifi
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan vang dilakukan;



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana;

b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenan dengan tindak pidana;

c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan tethadap bahan bukti tersebut;

d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

¢. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan /atau dokumen;

f. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannyva
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan penyidikan; dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum vang dapat dipertanggungjawabkarn.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1]
memberitahukan dimulainya penyvidikan kepada
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4} Apabila pelaksanaan kewenangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan penvidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penvidik
kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(9} Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, menyvampaikan hasil penvidikan kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyiudik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB XIill
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang atau Badan vang melanggar ketentuan dalam
Pasal 75 diancam dengan pidana kurungan paling lama
66 (emnam] Dbulan atau denda  paling banyak
Kp. 50.000.000,00 (ima pulth juta rupiah).



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu,

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 3eptemper 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 5 5,05 e 2054
SEKRETARIS DAERAH KAHUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI [SWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Salinan sesuai dengan aslinyva
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daekah Kgbupaten Prificsewu,

PUTRA ADITIY GUMILANG.,S.H..M.H
Penatd Tingkat I /IILd
NIP. 19870212 201001 1 005




I1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR g TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Pada dasarnyva, setap orang berhak untuk bertempat tinggal
serta berkehidupan yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup
vang bersih dan sehat, vang merupakan kebutuhan dasar manusia,
dan yang mempunyai peran yvang sangar strategis dalam pembentukan
watak serta kepribadian bangsa. termasuk bagi warga masvarakat di
Kabupaten Pringsewu.

Pertumbuhan dan pembangunan perumahan yang tidak
memperhatikan keseimbangan lingkungan, tingkat perekonomian
masyarakat, dan tata ruang wilavah dapat mengakibatkan kondisi
perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi standar
kelayakan, sehingga dapat dikategorikan sebagai perumahan dan
permukiman kumuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dengan
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yvang
manusiawi, berbudava, berkeadilan, dan ekonomis.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan kewenangan pemerintah
daerah. maka perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

FASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan™ adalah
asas vang memberikan landasan agar kebutuhan
terhadap perumahan dan permukiman vang lavak bag



masyarakat dapat terpenuhi, schingga masyarakat
mampu mengembangkan diri, dan beradap, serta dapat
melaksanakan fungsi sosiainva. Dengan mewujudkan
keseiahteraan maka hal tersebut dapat meminimalisir
pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh
yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan”
adalah asas yang memberikan landasan agar hasil
pembangunan di bidang perumahan dan permukiman
dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi
setiap orang.

Hurufc¢

Yang dimaksud dengan *“asas kenasionalan” adalah
asas menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia
adalah  kesatuan tanah air dari seluruh rakyvat
Indonesia vang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini
menunjukan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia
mempunyai sifar komunalistik, artinva semua tanah
vang ada di dalam wilavah negara Republik Indonesia
merupakan tanah bersama rakyat [ndonesia, yang
bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tanah yang ada
dalam wilayah negara Republik Indonesia menjadi hak
bagi bangsa Indonesia.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan
kemanfaatan” adalah asas vang memberikan landasan
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
vang dilakukan dengan memaksimalkan potensi
sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan
industri bahan btangunan vang sehat serta memberikan
kemanfaatan sebesar-besarnva bagi kesejahteraan
masyarakat.

Hurufe
Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan
kemudahan® adalah asas yang memberikan landasan
agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan
perrmmukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat, serta mendorong terciptanva iklim
kondusif dengan memberikan kemudahan  bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR] agar setiap
Warga Negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan
dasar akan perumahan dan permukiman. sehingga
dengan  terdapatnya asas  keterjangkauan dan
kermudahan tersebut masyvarakat  berpenghasilan
rendah dapat memilila rumah serta permukiman yvang
lavak, maka sudah barang tentu bahwa hal ini akan
menekan potensi perumahan dan permukiman kumuh.



Huruf{
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan
kebersamaan” adalah asas vang memberikan landasan
penvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta
masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan,
kemampuan, dan kekuatan sendin serta terciptanva
kerja sama antar pemangku kepentingan.

Hurufl g
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah asas
yang memberikan landasan agar penyelenggaraan
perumahan dan  permukiman  dilakukan cleh
pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan
pelaku usaha dan masvarakat dengan prinsip saling
mendukung.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan
keseimbangan™ adalah asas yang memberikan landasan
agar penvelenggaraan perumahan dan permukiman
dilakukan dengan mewujudkan keserasian antar
struktur ruang dan pola ruangan.

-

Hurufi
Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan” adalah yvang
memberikan landasan agar perumahan dan
permukiman diselenggarakan secara terpadu dalam hal
ketrjakan dan peErencanasn, pelaksanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian.

Hurufj

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan™ adalah asas
vang memberikan landasan agar pembangunan
perumahan dan permukiman memenuhi standar rumah
sehat, svarat kesehatan lingkungan, dan perilaku
hidup. Jika lingkungan disekitar kawasan perumahan
dan permukiman tergolong lingkungan tidak sehar,
maka lingkungan tidak sehat tersebut mempunyvai
dampak penyakit.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan
keberlanjutan” adalah asas yang memberikan landasan
agar penyelenggaraan perumahan dan permukiman
diselenggarakan dengan menjaga  keseimbangan
lingkungan hidup dan menvesuaikan dengan
kebutuhan vang terus meningkat sejalan dengan laju
pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

Huruf1
Yang dimaksud “asas keselamatan, keamanan,
ketertiban, dan ketentraman” adalah asas vang
memberikan landasan agar penyelenggaraan
perumahan dan permukiman memperhatikan masalah
keselamatan dan keamanan hangunan  beserta
infrastruktur, keselamatan dan keamanan lingkungan



darn

berbagai ancaman  yang membahayakan

penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan

dalam pemanfaatan perumahan

dan permukiman.

perumahan dan permukiman kumuh pada dasarnya
merupakan perumahan vang tidak lavak huni karena

perumahan

tersebut mermbhki ketidakteraturan

bangunan, tingkat kepadatan hangunan yang tinggt,
dan kualitas bangunan vang tidak memenuhi syarat
serta sarana dan prasarana vang tidak memenuhi

syarat

pula. Maka dengan demikian tidak

terpenuhinyasyarat-syarat pembangunan tersebut akan
membahavakan penghuni.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Hurufrc

Yang dimaksud dengan kelaikan fungsi adalah
suatu kondisi bangunan sang memenuhi
persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung yvang meliputi
persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan, vang ditetapkan
berdasarkan fungsi bangunan.



Avart (2}

Cukup jelas.
Avat (3}

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasgal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kelompok Swadaya Masyvarakat
adalah kumpulan orang vang menyatukan diri secars
sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan
pemersatu, yaitti adanya visi, kepentingan, dan
kebutuhan yang sama, sehingpga kelompok tersebut
memiliki kesamaan tujuan vang ingin dicapai bersama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4}
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasat 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1}
Cukup jelas.



Avat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi lokasi adalah
identifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh
yang memungkinkan ditemukannya kawasan-
kawasan permukiman kumuh sehingga dapat
dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan
program dan mempermudah dalam menyusun
renicana program vang akan dilaksanakan.

Huruf b

Avat {3)

Cukup jelas.

Cukup jeias.

Pasal 32
Cukurp jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Paszl 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Culaup jelas.

Pasal 41
Culaup jelas,

Pasal 42
Cukup jelas.

Pazal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jetas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasgal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Culkup jelas.



Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal S0
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasgal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Culwup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 59
Culkup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas,



Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
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